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TENTANG

PEDOMAN KERJA SAIUA DESA

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAHA E.SA

WAII KOTA BATU,

bahwa untuk melal<sanakan ketentuar Pasal 196
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015
tentang Desa sebagaimana teLah diubah dengan
Peraturan Daera} Kota Batu Nomor 5 Talun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor I Tahun 2015 tentang Desa dar da.lam rangka
mewujudkan ketertiban dalam petaksanaan kerja sama
Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pedoman Keda Sama Desa;

1. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahar
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Talun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentarg Pembentukan Peraturarr
Perundang-undargar (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan L€mbarar Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (t€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Talnba]:arr
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana tetah diubah beberapa kali, terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahar Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahar Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambairar kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5679);

5. Peratu.an Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Talun 2014 tentang Desa (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
lembaran Negaja Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teral{hir
dengan Peraturan Pemeiintah Nomor 1l Tahun 2019
tentang Perubaha-n Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan l€mbaran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentarg
Pembinaan dal Pengawasar Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {L€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentarg
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentar8 Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Talun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 ter.tar.g Tata Cara Keda Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor I Tahun 2015
tentang Desa sebagaimala telai diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa.

MEMUTUSNAN:

rOTA TENTA G PEDOMAI{Menetapkan PERATURAN YIIJ,I
KER^IA SA.MA DESA.

Halaman 2 .lrri 3A hlm



Pasal 1

Halaman 3 da-ri 38 hlm

BAB I
KETEITTUAN T' UII

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Batu,
2. Pemerintah Daeral adalah Pemerintair Kota Batu.
3. WaIi Kota adalah Wa.li Kota Batu.
4. KecarnatEn adatah wilayah kelja Camat sebagai

Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yalg mempunyai

witayah keda di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus umsan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
pral<arsa masyaral<at, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang dial<ui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

7. Kawasan Perdesaan adalal kawasal yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanarr
sosial, dal kegiatan ekonomi.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dar kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintal:an Negara Kesatuan
Republik lndonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelengga.ra Pemerintalan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas, dan kewajibar untuk
menyelenggarakal rumah tangga Desalya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain
adala} lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintalan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokiatis.

12.1*mbaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di
Desa yang dibentuk oleh masyarakat dan Desa
sebagai upaya untuk memberdayakan masya.rakat
dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.



13. Ke{a Sama Desa adalah kesepakatan bersama
antar-desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang
dibuat secara tertulis untuk mengelakan bidang darr
potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa, serta
menimbulkan hak dan kewajiban.

14. Keqa Sama antar-desa adalah suatu rangkaian
kegiatan yang te{adi karena ikatan formal antar-desa
dan/atau Desa dengan pihak ketiga untuk
bersama-sama mela-kukal kegiata-o usaha guna
mencapai tujuan tertentu.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dar disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang
bersifat mengatur dalam rangka melal<sanakan
Peraturan Desa dan peraturan perundang-undalgarr
yang lebih tinggi.

17. Peraturan Bersama Kepala Desa ada.lah peraturar
yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa
dan bersifat mengatur.

18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang
bersifat konkret, individual, frnal, dan mengikat,

19. Kesepal{atan Bersama adalah kesepa}atan para
pihak untuk mengerjakan sesuatu yang
menimbulkan hak dan kewajiban.

20. Pedanjian Bersama adalah kesepakatan antara
Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara
tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa
yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan
hak dan kewajiban.

21. Badan Kerja Sama antar-desa selanjutnya disingkat
BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar
kesepakatan antar-desa untuk membantu Kepala
Desa da-lam melaksanakan Keda Sama antar-desa.

22. Abak Ketiga adalah adalah pihat swasta, orgarisasi
kemasyarakatan, dar lembaga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yalg
bersifat strategis.

24. Rencana Pembangunal Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.
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25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa
untukjangka waktu I {satu) tahun.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana
keuangan tahunar Pemerintah an Desa.

27. Bad,an Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut
BUMDesa adalah badan usala yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa pelayanan.

28. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya
disebut BUMDesa Bersama adalah BUMDesa milik 2
(dua) Desa atau lebih.

29. Ke{a Sama Penyertaan Moda-l adalah kerja sama
antar-desa melalui pembetukan BUMDesa bersama.

30. Ke{a Sama Pengelolaan Kegiatan adalah kerja sama
antar-desa terkait pengelolaa kegiatan sesuai dengan
bidang dan/atau potensi antar-desa dalam lingkup
kewenargan desa.

31. Keda Sama Pengaturar adalah ke{a sama antar-desa
terkait pengaturan bidang dan/atau potensi antar-
desa melalui peraturan bersama Kepala Desa

32. Ke4a Sama Pemanfaatan adalah permanfaatan aset
desa oleh pihak lain dalam jangka waku tertentu
dalam rangka meningkatl<an pendapatan Desa.

33. Bangun, Guna, dan Serah adalah Pemanfaatan
Bararg Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkart
kembali tanah b€serta bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya setelah berakhimya.jangka waktu.

34. Ke{a Sama Nirlaba adalah ke{a sama dengar Piha}
Ketiga yang bersifat tidak menghasilkan pendapatan
desa secara langsung akan tetapi memiliki nilai
manfaat secara tidak langsung bagi penyelenggaraal
pemerintahan desa, pelaksanaa-n pembalgunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan
masya,rakat desa,

Pacal2

Kerja Sama Desa terdiri atas:
a. Kela sama antar-desa; darr

BAE II
RUA.![G LINGTUP XER.TA SA.U,tr DF^SA
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b. Kerja salna dengan Pihak Ketiga-

Pesal 3

(1) Keda sama antar-desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a dilakukan antarai
a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;

dan/atau
b. Desa dengan Desa antar kecamatan.

(2) Apabila Desa mengadakan kerja sama dengan Desa
lain di luar Daerah, harus mengikuti ketentuar Keda
sama antar-daerah.

(3) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan
Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan
Musyawarah ant€.r-desa.

Pasal 4

(I) Keaa sama antar-desa yang pelaksanaannya
melibatkan BUMDesa dar/atau kerja sama antar-desa
yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan
oleh Pemerintah Desa-

(2) KeDa sarna antar-desa sebagaimana dimal<sud pada
ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pa6al 5

(1) Ke{a sarna Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan
pihak swasta, organisasi kemasya-rakatan, dan
lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturar
perundang-undartgan,

(a Kela sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.

(3) Pelaksanaan keqa sama Desa dengan pihak Ketiga
diatur dengan Pe{anjiar Bersama melalui
kesepa l<atan Musyawarah Desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peqa:rjian Bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal
5 ayat (3) paling sedikit memuat:
a- ruang lingkup keda sama;
b. bidang keda sama;
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan keia sama;
d. jaagka waktu;
e. hak dan kewajiban;

Paaal 6
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Paaal 7

Ke{a sama antar-desa dan keda sama dengar Pihak
Ketiga sebagaimana dimaksud datam Pasal 3 dan Pasal 5
dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa
dan kemampuan APBDesa.

Camat atas nama Wali Kota memfasi-litasi pelaksanaan
ke{a sama artar-desa ataupun keda sama Desa dengan
Pihak Ketiga.

BAB UI
BIDAICG DAIT POTENSI DESA

Pa8al 9

(1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kel1a
sama Desa meliputi bidang:
a. pemerintahan Desa;
b. pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaa-n masyarakat Desa.

(2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dike{asamakan
antar-desa, meliputi:
a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh

Desa untuk mencapai nilai ekonomi ya:rg berdaya
saing;

b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
antar-desa; dan/atau

c. bidarg keamanan dan ketertiban.
(3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) yarlg dikelasamakan dengan Pihak
Ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan
meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelalsanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Halaman 7 dari 3E hlJn

f. pendaraan;
g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;

dan
h. penyelesaian perselisihan.

Paral 8



Pengembangan usaha bersama yang dimihki oleh Desa
untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing
sebagaimana dimaksud datam Pasa] 9 ayat (2) huruf a,
meliputi:
a. pemanfaatan sumber daya alam berdasarkart

kewenangan Desa;
b. pendiriar BUMDesa Bersama;
c. pengembangan produk unggulan kawasar perdesaan;
d. pengembangan sar.Lna prasarana ekonomi masyarakat;

dai
e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi

kewenangan Desa.

Pasal 11

Kegiatan kemasyarakatarl, pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaair masyarakat artar-desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. kegiatan pembinaan pemuda dar olahraga;
b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
c. pembangunal infrasffuktur lintas desa;
d, pelatihan peningkatan kapasitas lembaga

kemasyarakatan dan/atau kelompok masyaral<at;
e. pelatihan usaha ekonomi da.rl keterampilan

masyaJakat;
f. pemberdayaan kelompok simpan pinjam,/kegiatan

pelestarian dan pengembangan dana bergulir
masyarakat yang berasal dari program Pemerintah
dar/atau Pemerintah Daerah;

g. kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
h. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 12

(1) Bidang dar/atau potensi Desa yang akan
dike{asamakaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
tertuang dalam RPJMDesa dafl RKPDesa.

(2) Dalam hal bidang dar/atau potensi Desa yang akan
dikerjasama-ka-n belum tertuang dalam RPJMDesa dan
RKPDesa, dilakukan perubahan terhadap RPJMDeSa
dan RKPDesa.

(3) Perubahar terhadap RPJMDesa dan RKPDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui Musyawarah Perencanaan Pembargunan Desa
yang diadakan secara khusus dengan mekarisme
perubalran.
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BAB IV
EEITTUN KERJA SAMA

p.tsl 1g

Bentuk keqa sama antar-desa terdiri atas:
a, keqa sama penyertaan modal;
b. kela sama pengelolaan kegiatan;
c. kerja sama pengaturan; dan
d. bentuk keda sama lainnya berdasarkan kebutuhan

par.l 14

Bentuk keia sama dengan pihak Ketiga terdiri dari:a. keda sama pemarfaatan;
b. bangun, guna, dan serah;
c. keia sama nirlaba; dar
d. bentuk keda sama lainnya berdasar.kan kebutuhan.

BAB V
BXAI)

Pasal l5

(l) Dalam rangka pelaksaraan kerJa sama antar-desa
dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhal Desa
melalui mekanisme Musyawarah antar-desa.

(2) BKAD terdiri atas:
a. Pemerintah Desa;
b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
d. tembaga Desa lainnya; dan
e. Tokoh masya.mkat dengan mempertimbangkaa

keadilan gender.
(3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan

BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bersarna Kepala Desa
mengenai pelaksanaan kerja sama antar-desa.

(4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuati
dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa
tertanggundawab kepada masing-masing Kepala
Desa.

(5) Masa bal<ti keanggotaan BKAD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) talun dan
dapat diperpanjang kemba.li paling lama (dua) periode.

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

Halamen 9 dsri 38 hlm
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a. membahas bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dikerjasamakan;

b. membantu Kepala Desa dalam penyusunan
rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;

c. menghadiri/menyelenggarakan musyawarah anta-r-
desa;

d. mengoordinasikan kegiatan keda sama artar-desa;
e. melaksalakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
f. membuat laporaa pelalsaraan kerja sama anta-r-desa.

Paaal 17

BKAD yang berasal dari unsur anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) huruf b berperal untuk:
a. menghadiri/menyelenggaralan musyawarah antar-

desa;
b. memastikan proses pengambilan keputusan

musyawarah dilalsanalal secara demol<ratis;
c. melal<ukan pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kerja sama antar-desa; dan
d. menja-talkan tugas dan wewenang lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturar perundang-undangar.

Pasal 18

(1) Susunan organisasi BKAD sebagaimala dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan b dalam kedudukannya
merangkap anggota dan dipilih datam musyawarah
antar-desa.

(3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c mengikuti ketentuan sebagaimala dimal<sud
dalam Pasal 15 ayat (2),

(4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum
dalam l,ampiran yarlg merupakan bagial tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

(1) Untuk keterliban dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
BKAD menyusun Peraturan Tata Tertib, paling sedikit
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memuat:
a. waktu musyawarah antar-desa;
b. pengaturan mengenai pimpinar musyawarah

antar-desa;
c. tata cara musyawarah antar-desa;
d. tata laksana dar hak menyatakan pendapat

arggota BKAD; dan
e. pembuatan berita acara musyawarah antar-desa.

(2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah
antaJ-desa.

Pagal 20

(1) Dalam rangka pelaksanaan kerJa sama antar-desa
bidang dan/atau potensi pengembangai usaha
bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayar (2) huruf a, dapat
didirikan BUMDesa Bersama.

(2) Pendirian BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakar dalam musyanr.arah
antar-desa.

(3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaal
BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga yarrg disepakati dalam musyawarah
antar-desa.

(4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan,
maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka
waktu berdirinya BUMDesa Bersama, organisasi
pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagiarr
keuntungan.

(5) Anggaran rumah tangga sebagaimara dimaksud pada
ayat (3) memuat pa.ling sedikit hak dan kewajiban,
masa bakti, tata cara pengargkatan darl
pemberhentian personel organisasi pengelola,
penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

(6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

ditetapkar dengar Keputusar Bersama Kepala Desa.

Pasal 21

(l) Dalam rargka pelaksanaan kerja sama antar-desa
bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
antar-desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11,
BKAD dapat membentuk pelaksana
kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola
sesuai kebutuhan.
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(2) Pelatsana kegiatan/kelompok/unit keda/lembaga
pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dipilih dari luar anggota BKAD dikecualikan dari
unsur arggota BPD.

(3) Susunar organisasi da-n tata kerja pelaksana
kegiatar/kelompok/unit keda/lembaga pengelola
sebagaimala dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peiaturan Bersama Kepala Desa.

Pasal22

(1) Dalam rargka pelaksanaan kerja sama antar-desa
pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan
pelesta.rian dan pengembangar dana bergulir
masyarakat yang berasal dari program Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf f, dibentuk Unit Pengelola
Kegiatan DaIa Bergulin Masya-rakat.

(2) Ketentuan mengenai susunarl organisasi dan tata
laksana Unit Pengelola Kegratan Dana Bergulir
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BA3 1II
TATA CARA X.EzuA SA.DIA DESA

Bsglan Kesatu
KerJa Sama antar-dera

Paaal 23

(l) Xe{a sama antar-desa dilakukar melalui tahapan
sebagai berikut:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama

Kepala Desa;
d- penandatanganan;
e- pela-ksaraan; dan
f. pelaporan.

(2) Persiapan sebagaimala dimalsud pada ayat (1) huruf
a, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Kepala Desa pemrakarsa melal<ukan inventaiisasi

atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dikerjasamakan;

b. bidalg dan/atau potensi Desa yang akan
dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan
dibalas dalam Musyawarah Desa;

c. BPD dari desa pemrakarsa menyelenggarakan
Musyawarah Desa setelah Kepala Desa
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pemrakarsa menyusun skala prioritas keia sama
Desa;

d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau
tidak menyepakati untuk melakukan keia sama;

e, bidang dan/atau potensi Desa yang telah
disepakati untuk dikedasamakan sesuai dengan
hasil Musyawarah Desa, dicantumkan da_lan
RPJMDesa dan RKPDesa; dan

f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap
mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang
akan dikerJasamal{ar.

(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul b dilaksanal<an dengan tata cara:
a. Kepala Desa pemrakarsa menawarkan rencara

kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat
penawaran kerja sama;

b. surat penawaran kerja sama memuat paling
sedikit:
1) bidanB dan/atau potensi Desa;
2) ruang lingkup kefa sama;
3) tata cara dar ketentuan peta-ksanaan keda

sarna;
4) jangka wal<tu;
5) hak dan kewajibal;
6) pendanaan;
7) tata cara perubahan, penundaan, dan

pembatalan; dan
8) penyelesaianperselisihal.

c. BPD dari desa penerima penawaran
menyelenggara.kan MusyawaJa-h Desa setelah
Kepala Desa penerima penawaran menerima surat
penawararL kerja sama;

d. Musyawarah desa melibatkan pihak yang
menawankan rencana kerja sama;

e. Musyawarah desa terkait rencana kerja sama desa
berpedomar pada peraturan perundang-undalgal
yang berlalu;

f. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau
tidal< menyepal<ati untuk melakukan kerja sama;
dan

g. Kepa.la Desa penerima penawarrur memberikan
jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang
menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil
Musyawarah Desa.

(4) Penyusunan Peraturar Bersama Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilal<sala-kal dengan tata cara sebagai berikut:
a. Kepala Desa pemrakarsa menyusun rancangan

Peraturan Bersama seteLah ada kesepakatEn
terhadap penawaran;
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b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang
telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada
masyarakat Desa masing-masing pada saat
Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada
Camat untuk mendapatkan masukan;

c. rancangaJr Peraturan Bersama Kepala Desa yang
dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, metiputi keda
sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi,
serta berkaital dengan pembeba.nan di dalam
APBDesa;

d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepa.la
Desa dari Camat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling
lambat 20 (dua puluh) hari keda terhitung sejak
diterimalya ralcangan dimaksud oleh Carnat;

e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf
d tidal< ada masukan dari Camat, Kepala Desa
menetapkan rancangan menjadi Peraturan
Bersama Kepala Desa; dan

i masukal dari masyarakat darl Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
digunakal Kepala Desa untuk tindak lanjut
proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama
untuk d isepa-kati.

(5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, dilaksana-kan dengan tata cara sebagai
berikut:
a. Kepala Desa yang melakukan keta sama antar-

desa menetapkan rancangan Peraturar Bersama
Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tanggal disepakati; dan

b. penardatanganan Peraturan Bersama Kepa.la
Desa disaksikan oleh Camat atas nama \.tr/ali Kota.

(6) Pelal<sanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e,dila.ksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. mela.ksanakan kegiatan yang tertuang dalam

Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BUMDesa,
BUMDesa bersama dan/atau BKAD; dan

b. menatausahakan pelaksanaan ke{a sama oleh
BUMDesa, BUMDesa Bersama dan/atau BKAD
melalqi Pelal<sana Kegiatan/kelompok/unit
kerja,/ lembaga Pengelola.

(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
f, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. BUMDesa, BUMDesa bersama dan/atau BKAD

wajib melaporkan hasi.l pelalsanaan Peraturan
Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan
tembusan BPD dan Wali Kota melalui Camat; dan
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b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf
a dilengkapi dokumen terkait keda sama antar-
desa.

Batlan Kedua
KerJa Samr dengan Plhak Ketlga

Paragraf I
Kerja Sama ataa Prakarsa Desa

Pals,l24

(1) Ke{a Sama dengar Pihak Ketiga atas pral<arsa Desa
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. perslapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Rancangan Pefanjian Bersama;
d. penandatanganan;
e. pelaksanaan; dan
f. pelaporan.

(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
a, dilaksana.kan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas

bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dike{asamakan;

b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dike{asamakan disusun dalam skala prioritas dan
dibaias dalam Musyawarah Desa;

c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah
disepakati untuk dikerjasamakan tertuang dalam
RPJMDesa dan RKPDesa;

d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap
mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dikeiasamakan;

e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang
terencaita dar terukur;

f. membuat Kerangka Acuan Keia berdasarkan
informasi, data, analisis manfaat, dan analisis
biaya ke{a sama; dan

g. mempedomani p€raturan yang mengatur
lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah
Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang
akan dikeiasamakan.

(3) Penawaran sebagaimana dimakaud pada ayat (l ) huruf
b, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja

sama kepada Pihak Ketiga dengan melampirka-n
Kerangka Acuan Ke!a;
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b. Pihak Ketiga menyampaikal penawaran kepada
Pemerintah Desa yang mengacu pada Kerangka
Acuan Keia;

c. BPD menyelenggaraka-n Musyawarah Desa setelah
Pemerintah Desa menerima penawaran keia sama
dari Pihak (etiga;

d- Musyawarah desa melibatkan pihak yang
menawa.rkan rencana kerja sama;

e. Musyawa-rah desa terkait rencana keda sama desa
berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

I Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau
tidak menyepakati untuk melalukan keda sama;
dan

g. Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga
yang akar melalukan kerja sama.

(4) Penyusunal rancangan Pedanjiar Bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilaksanakal dengan tata cara sebagai berikut:
a. Pemerintah Desa menyiapkan ra-ncangan

Perjanjian Bersama dengan Prhak Ketiga;
b. rancangal Pelanjian Bersama Pemerintah Desa

dengan Prhak Ketiga yalg telah disusun wajib
dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-
masing dan dikonsultasikan kepada Camat untuk
mendapatl<an masukan:

c. rancangan Peianjian Bersaina Pemerintah Desa
dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada
Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b
meliputi kerja sama terkait tata ruarg, pungutan,
organisasi, dan ya-ng menyangkut pembebanan di
dalam APBDesa;

d. masukan rancangan Pe{anjian Bersama
Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Wali
Kota melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, diterima oleh Pemerintah Desa paling
lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak
diterimalya rancangan dimaksud oleh Carnat;

e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf
d tidak ada masukan dari Camat, Pemerintah
Desa melianjutkan proses penyusunar rancangan
menjadi Pedanjiar Bersana Pemerintah Desa
dengan Pihak Ketiga; dan

f. masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, digunakan Pemerintah
Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan
rancangan Pe{anjian Bersama Pemerintah Desa
dengan Pihak Ketiga untuk disepakati be.saEa.

(5) Penandatalganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara sebagai
berikut:
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a. Kepala Desa menandatangani rancangaJt
Pe{anjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak
ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tan8gal disepakati; dan

b. penandatanganan Pe{anjian Bersama Pemerintah
Desa dengan Pihak Ketiga disaksikan oleh Camat
atas nama Wali Kota.

(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, dilalsanakan dengan tata cara sebagai
berikut:
a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup

dalam Perjarjian Bersama oleh Pemerintah Desa
serta Pihak Ketiga; dan

b. menatausahakan pelaksanaan ke{a sama oleh
Pemerintai Desa dan Pihak Ketiga.

(7) Pelaporan s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Kepala Desa wajib mel,aporkan hasil pelaksaaaan

Pedanjian Bersama Pemerintah Desa dengar Pihak
Ketiga kepada BPD dengan tembusan Wali Kota
melalui Camat; dan

b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dilengkapi dokumen terkait k€da sama dengan
Prhal( Ketiga.

Pasagnf U
Nerja Sama ata! Prakar.a Plhal Ketlga

Pacal 25

(l) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana keia sama
dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf b.
(2) Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencara kerja

sama kepada Pemerintah Desa.
(3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencala

keda sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
(4) Musyawarah desa melibatkan pihak yang

menawarkan rencana keia sama;
(5) Musyawarah desa terkait rencana keta sama desa

berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

(6) Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak
menyepa-kati untuk mela.kukar keda sama; dan

(7) Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga
yarg akan melakukan keda sama.
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Pacal 26

Ketentuan mengenai penyusunan rancargan pedanjian
keda sama, p€nandatanganan, pelaksanaan, dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (41, (5), (6), dan
(7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kela sama
atas pra-karsa pihak ketiga

PasE,|27

Alur mekanisme kerja sama Desa, kelembagaan ketja sama
antar-desa, format Berita Acara Musyawarah Desa, format
Peratura-n Desa mengenai Ketentuan Pelaksanaar Keda
Sama artar-desa, dan format Peraturan Bersama Kepala
Desa sebagaimana tercantum dalam Lampban yarg
merupakar bagiar tidak terpisaikan dari Peraturan Wali
Kota ini.

BAB VU
PEMBIAYAAX

BAB VIII
PERUBAIIAN DAI{ BERAI(HIR.ITYA KER.IA SAIT{A DESA

Palal 28

(l) Biaya kerja sama artar-desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a dibebankan pada APBDesa.

(2) Biaya kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sesuai dengan
kesepa-katan para pihak yang dimuat dalam Perjanjian
Keda Sama.

Paaal 29

(1) Perubahan atau berakhimya kerja sama Desa diatur
sesuai dengan kesepakatan para pihak.

(2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paral 3O

Ke{a sama Desa berakhir apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur

yanB ditetapkan dalam kesepakatan atau perjarjian;
b. tujuan kesepakatan atau perjanjiar telah tercapai;
c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan

kesepakatan atau peianjian kerja sama tidak dapat
dilaksanakan;
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d. salah satu pihak tidak melaksalakan atau melanggar
ketentuan kesepal<atan atau perjanjian:

e. dibuat kesepakatan atau peiarjian baru yang
menggantikan kesepakatan atau peianjian lama;

f. benentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g. objek kesepal<atan atau pedanjian hilang;
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat

Desa, daerai, atau nasional; atau
i. berakhirnya masa kesepakatan atau peqjarjian.

Pasal 31

(l) Setiap perselisihan yarg timbul dalam keia sama
Desa diselesaikan secara musvawarah serta dilandasi
semangat kekeluargaan.

(2) Apabila terjadi perselisihan keda sama Desa dalam
satu wilayah kecamatan, prenyelesaiannya difasilitasi
dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan [ain.

(3) Apabila tedadi perselisihan keia sama Desa dengan
Desa lain pada wilayah Kecarnatan yang b€rbeda
difasilitasi dan diselesaikan oleh Wali Kota.

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) untuk keda sama antai-desa
bersifat frnal dan ditetapkan dalam beria acara yang
ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang
memfasilitasi penyelesaia:r perselisihan

(5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan Pihak
Ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilal<ukan
mela.lui proses arbitlase sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB TX
PEIIYELESAIAIT PERITELISIIIA.

BAB X
HASIL KER^'A SAItrA DESA

Pasal 32

(1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang
merupakan pendapatar Desa darl wajib masuk ke
rekening kas Desa.

(2) Hasil pelaksanaan keda sama Desa berupa barang
menjadi aset Desa.
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Paeal 33

Pa3ql 34

(1) BUMDesa, BUMDesa Bersama dan/atau BKAD
melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-desa
kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

(2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan ke{a
sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Musyawarah
Desa.

Pasal 35

(l) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama
Desa sebagaimala dimaksud dalam Pasal 34 kepada
Wati Kota metalui Camat.

(2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat
dalam Laporan Penyelenggaraa-n Pemerintahan Desa.

Pasal 36

(1) Berdasarkan laporan dari BUMDesa, BUMDesa
Bersama dan/atau BKAD dar hasil Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 34, Kepa.la Desa
bersama BPD melakukan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
diumumkan kepada masyarakat melalui musyawarah
desa.

BAB XI
PELIIPORAIiI DAN EVALUASI IIASIL

I(ERJA SA.UA DESA

BAB XII
PEMBINAAIT DAN PENGAWASAN

Pa3al 37

(l) Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan
pembinaal dan pengawasan terhadap pela-I(sanaan
keqa sama Desa;

(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kerja sama Desa di u"ilayahnya.

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 digunakan untuk meningkatkan pelayarar
dan kesejah teraan masyarakat Desa.
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Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, kerja sama
Desa dan Lembaga Kerja Sama Desa yang saat ini masih
berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya
masa keda sama dan keprengurusannya.

BAB XIU
XETEf, TUAIT PERALIIIAIT

Paral 36

BAII )gV
XETEIITUAII PEITUTUP

Paeal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlal<u
diundangkan.

pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundargan Peraturan Wa.li Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkar di Batu
pada tanggal D Ja]iruan 2O2l

YALI XOTA BATU,

DEWAI{TI RUMPOKO
Diundangkan di Batu
pada tanggal b. Jajluai 2021

DAERAII KOTA BATU,

EFFISIEI{SI

BERTTA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 4/c
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Lampiran Peraturan Wali Kota Batu
Nomor : 4 Tahltn 2021
Tanggal | 22 Jarruarl 2021

I. MEKANISME KEzuA SAMA DESA DALAM SATU KECA ATAN

Sepakat

7 han
kcria

Bilamana belum tercartum
Dalam rangka konsultasi kepada masyarakat
Disaksikan Camat atas nama Wali Kota

Pf,NANDATANGANAN ***

t{B

Inisiasi
Pemerintah
Desa
Pemrakarsa

Pencantuman

---+ dalarn RPJMDesa

dan RKPDeM *

PERSIAPAN

Musyawaral Desa
---------' BPD Pemrakarsa

Jawab Musyawarah Kepala Desa Surat
tertulis <- Desa <- Penerima <- Penawaran
Kepala Desa BPD Penerima Penawaran Kepala Desa
Penerima Penawaran Pemrakarsa
Penawaran

PENAWARAN

20 hari kerja Konsultasi Carnat

Rancangan
PeIaturan
Bersama Kepala
Desa oleh
Kepala Desa
Pemrakarsa

Mus,,_awatah
Desa BPI)
Pemrakarsa**

Kepala Desa
Penerima
Penawamn

Musyawarah
Desa BPD
Penerima
Penawaran
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lnisiasi
Pemerintah
Desa
Pemrakarsa

Musyawarah
- > Desa

BPD Pemrakarsa

Pencantuman
dalarn
RPJMDesa dar
RKPDesa *

PERSIAPAIT

Jawaban Musyawarah Kepala Desa Surat
tertulis <- Desa <- Penerima <- Penawaran
Kepala Desa BPD Penerima Penawaran Kepala Desa
Penerima Penawaran Pemra-karsa
Penawaran

PENAUIARAN

Konsultasi Camat

20 hari kerJa Pemrakarsa

20 hari kerja

BERSAMA XEPALA DESAPEITYUSUNAN

Rancangan
Peraturan
tsersama Kepala
Desa oleh
Kepala Desa
Pemmkarsa

Kepala Desa
Penerima
Penawaran

Musyawarah
Dcsa BPD
Pemrakarsa**

Konsultasi Camat
Penerima Penawaran

Musyawarah
Desa BPD
Penerima
Pcnawaran

II. MEXANISME XERJA SAMA DE,SA BEDA KECAMATA.IT

Sepakat

7 hari
kerJa

Pt]I,APOR{N PELAKS,{\A{\

tfB:
* Bilamana belum tercantum
.r Dalam rangka konsultasi kepada masyara-kat
H Disaksikan Camat atas nama wali Kota

PENANDAT-{NCANAN *].*
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III. MEKANISME XEzuA SAMA DESA DENGAI{ PIHAK I(ETIGA

PERSTAPAX

KAK oleh
Pemerintah
Desa
Pemraka.rsa

PEIflTUSUNAN RANCANGAN
PERJANJIAN BERSAMA

Rancangan

Perrjanjian

Bersama oleh

Kepale Des,
Pemr6karsa

Musyswsrah D€sa
BPD '

+ Konsultasi Camat

20 Hari K6ja

PENAWA.RAI{

Pengumuman
oleh Pihek
Ketiga

Musyawarah
Desa BPD
Pemial@rsa

Kepala Desa
PemrakaJsa

7 Hari Kerja
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IV. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA
PENBAHASAN KERJA SAMA DESA

Berkaitan dengan rencana kegiatan ke{a sama di Desa
Kota Batu, telah diadakan Musyawarah Desa yang

dilaksanakan pada
Kecamatan

Hari darr Targgal
Waktu/Jam
Tempat

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Tokoh, dan wakil-
wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlarnpir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dal yang bertindak selaku unsur
pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah:

A. Materi

dst

B Pimpinan Musyawarah da-rr NaJasumber

Pimpinan Musyawa-rah : ...................

1

2

3

Notulen

Narasumber

dari
dari

d ari

dari

dari

dari

Ketua BPD
Sekretaris BPD

Kepala DesaI

2

3

4

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanJutnya seluruh peserta
musyawara-h Desa menyepakatl beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka kegiatan keda sama
Desa yaitu:

1. Ditetapkannya Bidang dan/atau Potensi Desa yang akal dikelasamakan,
yaitu:

Nama/Jenis Kegiatan .........-....
. Terbentuknya Delegasi/Anggota Badan Keda sama antar-Desa yaitu :

a. dari unsur Pemerintah Desa'
b. dari unsur BPD;
c. dari unsur LKD;
d. dari unsur Tokoh Masya-rakat;

2

3

Halaman 25 dari 38 hlm

WIB: .........s.d........,



e. dari unsur Perempuan; dan
f. Nama-nama tersebut di atas selanjutnya akan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.
4. Ditetapkannya delegasi Desa yang akan hadir dala.m Musyawarah antar

desa pembentukan BKAD dan membahas tata laksana kerja sama antar-
desa.

5. Rencana Tindak l,anjut....,..

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal,

Mengetahui
Kepala Desa

Wakil Masvarakat

ttd
(Nama Sesuai KTP)

ttd
(Nama Sesuai KTP)

Ketua BPD

(

I

2

3
ttd

(Nama Sesuai KTP)

)* Wakil Perempuan

Halaman 26 dari 3a hlm



v TORMAT PERATURAN DESA TIEITGENAI KETEITTUAI{ PELIII(SAIIAAIY
I(ERJA SAIIA DE,SA

KOTA BATU

TENTANC

PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA TENTANG KETENTUAN
PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA DENGAN DESA LAIN DAN/ATAU DENGAN

PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang

KEPALA DESA
KECAMATAN

PERATURAN DESA ...
NOMOR ....,,, TAHUN

a.

b.

c.

bah\r,a untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat, Desa dapat melaksanakan kerja sama
dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak
ketiga;
bahwa dalam rangka pengembangan bidang dan/atau
potensi Desa guna memenuhi kebutuhan masya-rakat
melalui kerja sama dengal Desa lain dan/atau Pihak
Ketiga telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna
menyepakati beberapa hal yang dijadikan sebagai
pedoman dalam pengurusan dan pelaksanaan keda sama
Desa;
bahr.r,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Desa tentang ........... ..... .....;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentarg Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a95);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (I€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimara telah
diubal beberapa kali, terakhrr dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
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tentang Peraturan Pelaksanaar Undang-Undang Nomor 6
Taiun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahar lrembararr
Negara Republik tndonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia
Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan
Peraturan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia
Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkal Hak Asal Usul dan
Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Repuplik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 158);

6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015
tentang Desa sebagaimara telah diubah dengan Peraturan
DaeraI Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor I
Tahun 2015 tentang Desa;

7. Peraturan WaIi Kota Batu Nomor ... Tahun 2020 tentang
Pedomal Kerja Sama Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA.,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA DENGAN
DESA LAIN DAN DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan ini, yang dima-ksud dengan:
l Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh

Desa berdasarkan hak asal usul, ke\4-enangan berskala
Iokal Desa, kewenangan ya-nB ditugaskan dan penugasan
lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintalan dan kepentingan masyarakat setempat
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dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa

4. Badan Permusyawaratan Desa selarjutnya disebut BPD
adalah lembaga yarg melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalai musyawaral antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintal Desa, darl unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
men]repakati hal yarg bersifat stiategis.

6. Pembargunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besamya
kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatl<an pengetahuan, sikap,
keterampilan, perila-ku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaat&an sumb€r daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyara-kat Desa.

8. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat atau badal hukum
yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil
pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku,
penerima manfaat, maupun penanggung resiko,

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberd ayakan maayaral<at,

1 1. Keda sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-desa
dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis
untuk mengelakan bidang dan/atau potensi Desa yang
menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan
kewajiban.

l2.Keda ssma antar-desa adalah suatu rangkaian kegiatan
yang tedadi karena ikatan formal antar-desa dan atau
Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sanna
melakukar kegratan usaha guna mencapai tujuan
tertentu.

13. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak
untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan
kewajiban.

Helaman 29 dari 38 hlm



14. Perjanjian Bersama adalal kesepakatar antara Kepala
Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis
untuk mengerjakan bidang dar/atau potensi Desa yang
menjadi keuenangan desa serta menimbulkan ha-k dan
kewajiban.

15.Badal Kerja sama antar-desa selanjutnya disingkat BKAD
adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan
antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan KerJa Sama anta-r-desa.

16. Pihak Ketiga adalah adalah pihak swasta, orgafiisasi
kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

t7
18

BAI} II
PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

Mengesahkan Keputusan Musyawarah Desa tentang bidang
dan/atau potensi desa yang dapat dikedasamakan dengan
desa lain dan dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada
tanggal ... . bulan tahun , yang meliputi
beberapa hal sebagai berikut:
1. Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa ..... ......

menyepakati beberapa bidang dal/atau potensi Desa
untuk dikerJasamakan dengan Desa lain dan dengan Pihak
Ketiga.

2. Untuk mengurus dan melaksanlan kerja sama Desa ma-ka
dibentuk Delegasi/AnBgota BKAD yang keanggotaannya
terdiri atas:
a. Unsur pemerintah desa belumlah 1 (satu) orang;
b. Unsur Badan Permusyawaratan Desa berjumlah

1 (satu) orang;
c. Unsur l,embaga Kemasya,rakatan Desa belumlah

1 (satu) orang;
d. Unsur Tokoh Masyarakat laki-laki belumlah I (satu)

orang:
e. Unsur Tokoh Masyarakat perempuan belumlah

1 (satu) orang.
f. Susunan organisasi dan Tata Keda BKAD diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
3. Uraiar Bidang dan/atau Potensi Desa yang

dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada algka 2
meLiputil
3. 1. Keia Sama dengan Desa lain yaitu:

a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh
Desa untuk mencapai nilai ekonomi yarlg berdaya
saing terdiri dari:
1)
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2).....
3) dst

1l

4

5

2) ...
3) dst

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri
dari:
1) ...........,...,. ................:
2) ...................... ................... r

3) dst
Bidang dan/atau Potensi yang dapat dikelasamakarr
antar-desa sebagamana dirnaksud pada angka 3.1,
menjadi pedoman bagr BIGD untuk menyusun rancang.rn
Peraturan Bersama Kepala Desa dengan Desa lain.
Dalam melaksanakan kerja sama antar-desa terhadap
bidang dan/atau potensi sebagaimala dimaksud pada
angka 4 BKAD wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pilihan bentuk keda sama..............

b. Pembiayaan
c. Jangka waktu
d. Hak dan Kewajiban Desa ,..... .. ..... .. .

6. Ketentuan sebagaimana dimal<sud pada angka 5 akarr
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

7. Ke{a Sama dengan Pihak Ketiga diurus langsung oleh
Desa.

1,

ii.
iii
iv
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8. Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan
kerja sama akan dilakukal melalui musyawarah darr
mufakat serta meminta bantuan Camat untuk
memfasilitasinya.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
pada L€mbaran Desa.

Ditetapkan di .. .. .

Pada tanggal .. ..

KEPALA DESA ..(Nama Desa),

tanda tangarl

NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di... ..

pada tanggal ........
SEKRETARTS DESA ,.. (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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vI. FORMAT KEPUTUSAI'I KEPAI,A DESA TEITTA.ITG AITGGOTA BKAD.

WALI KOTA BATU
KEPUTUSAN KEPALA DESA ,,. . .. .....-)

Norror : ...-/..../Kep.KDs-../2O..

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN KERJA SAMA ANTAR,DESA

KEPALA DESA -)

Menimbarrg a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kefa sama Desa
dengan Desa lain perlu dibentuk Badan Kerja sama
Antar-Desa;

b. bahwa nama nama dibawah ini sesuai kesepakatan
dalam musyawarah Desa tanggal
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk
ditunjuk dan diargkat sebagai anggota Badan Kerja
sarna Antar Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimal<sud dalam huruf a da-n b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa *) tentang
Pengangkatan Anggota Badan Kerja sama Anta-r-
Desa;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5a95);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Unda-ng
Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa (I€mba-ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Talun 2019 tentarg Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentarg Peraturan Pela-ksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan l€mbaran Negara Repubtik lndonesia
Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teklris

Mengingat
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Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 20941;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 aat.a Cara Kela Sama Desa Di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertingga.l dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

8. Peraturan Wali Kota Batu Nomor . .. Tahun
tentang Pedoman Keda Sarna Desa;

9. Peraturan Desa ...............Nomor ... Ta-hun ......
tentang Rencana Keia Pemerintah Desa Tahun

Memperhatikal: Berita Aca-ra Hasil Keputusal Musyawarah Desa
Targgal...............

KEPALA DESA

Menetapkar
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Membentuk dan mengesahkan anggota Badan Kerja
Sama Antar-Desa ,...... (nama bidang dan/ atau potensi
yang dikerjasamakan) dengan daftar nama
sebagaimana terlampir.

Badar Keia Sama antar-desa sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai
tugas sebagai berikut:
1) melakukan inventarisasi dan analisis terhadap

bidang dar/ atau potenai Desa yang akan
dikedasamakan;

2) menyusun skala prioritas bidang dan/ atau potensi
Desa yarg akarl dikedasamakan;

3) menghadiri Rapat Musyawarah Antar-Desa.
4) membantu Kepala Desa dalam merobahas dan

menyiapkan Rancangan Peraturan Bersama;
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KETIGA

5) membantu Kepala Desa dalam mengevaluasi
pelalsanaar Keda Sama Antar-Desa; dan

6) membuat laporan pelaksaraan Keia Sama Antar-
Desa.

Pembiayaan pelalsanaan tugas Badan Kerja Sama
Antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA Keputusan ini dibebankar kepa.da Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa................... ....,........')

: Keputusan Kepala Desa irf mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian ha-ri terdapat kesalahan dalam
penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .......
Pada talggal ....
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Halaman J5 dari 3a hlh.
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l,ampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : ..../..../K:e!..KDs...l20..
Tancsal : 2O..

SUSUNAN ANAGOTA BADA]T KEzuA SAMA ANTAR.DESA

NO NA]UA LIP UMUR U'AKIL DARI UNSUR ALAMAT KET
Pemerintah Desa
Badan Permu syawaratan Desa
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Tokoh Masyarakat
Tokoh Masyarakat (Perempuar)

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)
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VII. FORTIAT PERATURAN BERSAMA REPATA DE.SA,

WALI KOTA BATU

PERATURAN BERSAMA KEPAI,A DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Na-rna Desa)

NOMOR ... TAHUN .,

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama) mengenai Pelaksanaan Kela Sama
Desa (Nama Desa) dengan Desa (Nama Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(Nama Desa) DAN
.. (Narna Desa)

Men imbang . bahwa ............... .....
. bahwa.....................
. dan seterusmya .......

Mengingat

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
(Nama Desa) dan
Desa) TENTANG ...

KEPALA DESA
.. (Judul Peraturan Bersama)

KEPALA DESA,,.,
KEPALA DESA

a
b
c

1

2
3

MEMUTUSKAN

(Nama

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yalg dimaksud dengan:

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB X
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2
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Tujuan

BAE}...
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

DST

BAB .

Pasal..

BAB ,,-

PENYELES{ AN PERSELISIHAN

BAB ,..

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada talggal
diundangkal.

Agar setiap orarg mengetahuinya,memerintahkan
pengundalgan Peraturan Bersama ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa)
dan BeritE Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di... ...
Pada tanggal ... .

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar danpangkat)

Diundargkan di... .

pada tanggal . .. .... -

SEKRETARIS DESA... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

WALI I(OTA BATU,

DESAI{TI RI'MPOKO
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